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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan apa yang telah dibahas dalam hasil penelitain diatas, maka 

dapat diambil simpulan sebagai berikut : 

1. Tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi  Sumaetera 

Barat terhadap Pelestarian Terumbu Karang di Kawasan Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil tugas utama Dinas Kelautan dan Peikanan yaitu 

a. Melestarikan Sumber Daya Terumbu Karang di kawasan Pesisir dan 

Pulau- Pulau Kecil di Sumatera barat  

 Cara melestarikan sumber daya terumbu karang oleh dinas 

kelautan dan perikanan provinsi Sumatera Barat mengambil suatu 

kebijakan yaitu: menjaga kebersihan sungai dan pesisir pantai, 

Menangkap ikan tanpa merusak karang, tidak mengambil karang dan 

terumbu karang demi kepentingan pribadi atau kelompok, Sosialisasi 

fungsi dan manfaat terumbu karangkepada masyarakat kawasan 

pesisir di Provinsi Sumatera Barat,  

b. Menjaga Sumber Daya Terumbu Karang di kawasan Pesisir dan 

Pulau- Pulau Kecil di Sumatera barat 

  Perlindungan dan Pengelolaan terumbu karang bertujuan 

untukmelindungi, memelihara, memperkaya dan merehabilitasi 

fungsi-fungsi alamiah ekosistem terumbu karang sebagai basis 
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pemanfaatan sumber daya ikan agar tetap dapat menunjang 

pembangunan secara berkelanjutan;  

c. Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang di kawasan Pesisir dan 

Pulau- Pulau Kecil di Sumatera barat  

Pengelolaan sumber daya terumbu karang Rehabilitasi dengan cara 

konservasi terumbu karang, mebuat pembagian zona bagi terumbu 

karang yang berkelanjutan  

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terhadap pelestarian 

Terumbu Karang di Kwasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 

   Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terhadap pelestarian 

Terumbu Karang dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, tentunya 

mengalami banyak kendala. Kendala yang dialami Dinas Kelautan 

dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas 

dan kewenangan tidak terlepas Penyebab  kerusakan laut. Faktor yang 

menyebkan terjadinya kerusakan terumbu karang terbagi atas 2 yaitu: 

1. Faktor alam  

a. Coral Bleacing (pemutihan) 

b. Bencana  alam    

2. Faktor manusia 

a. Penenangkapan ikan dengan menggunakan Bom 

sehingga menyebabkan terumbu karang rusak 

b. Penggunaan putas dalam menangkap ikan 
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c. Buang jangkar kapal sembarangan sehingga 

menyebabkan kerukan pada terumbu karang 

d. Berkembangnya Wisata Bahari yag tidak terkendali 

3. Upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan terhadap 

pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil 

yaitu : 

a. Rehabilitasi dengan cara konservasi terumbu karang 

b. Membuat zona inti terumbu karang 

c. Tranplantasi terumbu karang di berbagai pulau 

d. Melakulakan sosialisai dengan masyarakat serta 

memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa 

terumbu karang sangat penting bagi kelangsungan 

lingkungan laut 

e. Melakukan upaya pengawan oleh Dinas Kelautan dan 

perikanan dengan cara patroli 

f. Bekerjasama dengan mitra konservasi, pemerintah dan 

masyarakat 

g. Melakukan tindakan  hukum bagi pelanggaran yang berat 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dapat penulis berikan 

saran-saran sebagai berikut: 
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1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk pengelolaan Terumbu 

Karang dari segi penegakan hukum lebih ditingkatkan  sehingga dalam 

pelestarian dan pengelolaan terumbu karang lebih terkoordinasi dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan terumbu karang 

tersebut sehingga peranana pemerintah dalam pengelolaan terumbu katang 

dapat berjalan secara berkelanjutan. 

2. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam segi pengawasan dan sosialisasi 

terhadap masyarakat bahwa terumbu karang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat terutama masyarakat pesisir lebih ditingkatkan agar 

pelanggaran hukum serta penangkapan ikan yang merusak terumbu karang 

dapat diminimalisir sehingga pelestariannya masih terjaga dan diharapkan 

berjalan secara berkelanjutan. 

3. Masyarakat kawsan pesisir dan pulau-pulau kecil diharapkan untuk ikut 

serta dalam melindungi ekosistem laut khususnya terumbu karang dan 

tidak menangkap ikan secara sembarangan yang menyebabkan rusaknya 

terumbu karang serta apabila terjadi penggaran yang merusak terumbu 

karang masyarakat berhak untuk melaporkan kejadian tersebut. 
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